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Penelitian yang berjudul Studi tentang Wali ‘Adal di Pengadilan Agama Bantul tahun
1999-2001 adalah bertujuan untuk menjelaskan sesuai tidaknya alasan-alasan wali enggan
menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya menurut perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia baik formal maupun non formal serta hukum Islam, juga untuk
menganalisis sesuai tidaknya putusan Pengadilan Agama Bantul terhadap penetapan wali ‘adal
menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (field
research) yang bersifat deskriptif analitik. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan
metode dokumentasi dan interview (wawancara) sedangkan dalam menganalisis data penelitian
ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normative.

Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: a) Alasan keengganan
wali menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya karena ‘adal di Pengadilan
Agama Bantul lebih mengutamakan kekhawatirannya terhadap nasib anaknya setelah menikah
nanti. Wali yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkannyabertanggungjawab terhadap
segala kebutuhan hidupnya jika ia ditinggalkan oleh suaminya baik karena cerai maupun
meninggal. Meskipun demikian wali juga harus memikirkan kebutuhan dan kondisi perempuan
yang berada di bawah perwaliannya serta dampak negative penolakannya tersebut bagi pemohon
dan calon suaminya. 2) Majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan wali ‘adal sudah
sesuai dengan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta lebih
mengutamakan kepentingan pemohon untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang
melanggar hukum akibat dari penolakan wali untuk menikahkannya dengan calon suaminya.
Alasannya karena pemohon dipandang sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan,
pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta serta saling mencintai dan
tidak ada halangan hukum bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum
Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Keyword: Wali ‘adal, Pengadilan Agama pernikahan
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Tidak dilambangkan

be
te

es (dengan titik di atas)
je

ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha

de

zet (dengan titik di atas)
er

zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka

‘el

‘em

Vil




apostrof
Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis
ditulis
C. Ta Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis A
ditulis
ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan /.

Ditulis

Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

LI

ditulis 7 atau /.
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D. Vokal Pendek

fathah 4
fa’ala
kasrah !
zukira
u
dammah yazhabu

E. Vokal Panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

b

Lo

F. Vokal Rangkap

ditulis
ditulis
ditulis
ditutis

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

x




H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “/”.

ditulis

ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Svamsivyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf/ (el) nya.

ditulis

ditulis

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

" Ditulis
ditulis
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia,
perseorangan maupun dalam kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah,
pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan
manusia sebagai makhluk vang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah
tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih savang antara
suami isterl. Anak keturunan dan hasil perkawinan yang sah menghiasi
kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia
secara bersih dan berkehormatan.

Sebagai agama fitrah, Islam memberi pedoman hidup kepada manusia
vang multidimensional. Manusia yang bernaluriah seksual dan berketurunan
diberi pedoman hidup berkeluarga secara beradab dan berkehormatan.
Lembaga perkawinan tidak hanya bemnilai manusiawi tetapi juga bernilai
pengabdian (ibadah) kepada Tuhan.

Untuk memperoleh perkawinan yang bernilai ibadah harus memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan oleh agama Salah satu persyaratan
pernikahan adalah adanya wali nikah yaitu orang laki-la}d yang berwenang
untuk mengucapkan ijab bagi calon mempelai perempuan dalam suatu akad
nikah. Wali dalam pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi

calon mempelai perempuan yang bertindak menikahkannya atau memberi 1zin




pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau
mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah orang
laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, seperti Islam, balig dan
cakap.”

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang
syari atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang
sempurna karena kekurangan pada orang yang dikuasai demi kemaslahatannya
sendiri.” Hikmah disyari'atkannva wali dalam suatu pernikahan vaitu untuk
menjaga kemaslahatannya, menjaga hak-haknya serta melaksanakan
urusannya.”’

Hukum vyang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali
merupakan Aadi$ rukun nikah sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali
tidak sah hukumnya. Hal tersebut seperti ditegaskan dalam pasal 19 KHI :
"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. ¥

Dasar keharusan adanya wali dalam pernikahan adalah :
iz 52 15 3] ol 551 S OF a i Do gt Al Ll il 13

3 !
.Jjjx_ax.g

D As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Madinah: Dar al-Fath al-Ilam al-Arabi, 1990),
111,

D Ibid., hlm. 111.
* Mustafa al-Hakim, dkk., al-Figh al-Minhaji (Damaskus: Dar as-Salam, t.t.), him 61,
Y pasal 19 KHIL

%) Al-Bagarah (2) : 232.
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Ayat dan hadis di atas mengandung pengertian akan keharusan adanya
wali dalam perkawinan disamping wali dilarang mempersulit perkawinan
wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang
se-kufu. Hadi$ di atas merupakan dasar keharusan adanya wali juga
menvatakan adanya hak hakim untuk menggantikan posisi wall nasab yang
menolak menikahkan orang vang ada di bawah perwaliannya dengan syarat
se-kufu. sedang apabila calon suami bukan orang yang se-kufu maka hakim
tidak berhak menjadi wali.

Ukuran kafa’ah sering dipahami secara proporsional dalam arti
seseorang diseyogyakan kawin dengan lawan jenisnya yang sama derajatnya,
kekayaannya, kecantikannya atau ketampanannya, status sosialnya dan
sebagainya.”

Adapun ukuran kafa'ah, al-Quran dan al-Hadi$ tidak memberikan

batasan yang pasti. Para imam madzhab menetapkan ukuran dan norma

kafa'ah, yaitu:

o At-Tirmiz, Sunan at-Tirmizi (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 1I: 281, Hadis ini diceritakan dari

Abi Umar diceritakan Sofyan Ibnu "Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Zuhri dari Urwah dari
‘Atsyah.

42.

7 A Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Bandung : al Bayan, 1995), him.




I. Madzhab Hanafi ada 6 hal, yaitu: keturunan, Islam, pekerjaan,
kemerdekaan, ketaatan, dan kekayaan.s)

2. Madzhab Hambali yaitu: Kesalehan dan ketaatan, pekerjaan, kekayaan,
kemerdekan dan keturunan.”

B Kufu dalam hal keagamaan merupakan suatu keharusan untuk
dilaksanakan tetapi kufu dari segi-segi yang lain hanya merupakan bahan
pertimbangan yang tidak mengakibatkan suatu perkawinan harus diputuskan
ataupun suatu pinangan harus ditolak. """

Ukuran dan norma di atas masth dipegang oleh beberapa wali dalam
menikahkan anak gadisnya. Namun di lain pihak, anak juga sudah mempunyai
pilthan sendiri untuk pendamping hidupnya kelak. Ketika perbedaan keinginan
antara orang tua dan anak terjadi, dan tidak tercapai adanya kesepakatan, tidak
jarang menyebabkan perselisihan antara anak dan orang tua sehingga
menyebabkan terjadinya wali enggan atau tidak mau menikahkan ataupun
memberi izin pernikahan anak gadisnya. Dalam hukum Islam hal ini disebut
wall ‘adal, yaitu wali tidak bersedia (enggan) menikahkan perempuan dewasa
dengan laki-laki se-kufu ataupun laki-laki yang mampu membayar mahar
misil.

Pengadilan Agama Bantul adalah pengadilan tingkat pertama yang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di wilayah

¥ Ibid., him. 54.
) Jhid . hlm. 51.

% Peunch Daly. Hukwm Perkawian Islam, Cet. 1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988),
him. 162.




Kabupaten Bantul bagi mereka yang beragama Islam karena Peradilan Agama

merupakan salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia yang

berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi orang-orang Islam di
- Indonesia.'”

D1 antara beberapa produk hukum dar hasil pemeriksaaan perkara di
persidangan Pengadilan Agama Bantul ada dua macam yaitu putusan ’dan
penetapan. Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam
bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum
sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan
penetapan adalah pernyataaan hakim sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
permohonan (voluntair).'”’

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Bantul, permohonan
penetapan wali ‘adal tergolong rendah, yaitu antara 1 — 2 % dari seluruh
jumlah perkara yang didaftar. Pada tahun 1999 terdaftar 5 permohonan
penetapan wali ‘adal, tahun 2000 terdaftar 10 permohonan, serta tahun 2001
terdaftar 9 permohonan. Perkara penetapan wali ‘ada/ menduduki peringkat ke
lima setelah ishar nikah, dispensasi kawin, cerai gugat serta cerai talak’>’.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusun ingin meneliti lebih lanjut

tentang proses pelaksanaan perkawinan dengan wali ‘adal serta alasan

" Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
1995) him. 5-6.

"2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996) him. 2245-246, lihat penjelasan pasal 60 UU-PA.

) Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Bantul, bagian arsip, tahun 1999-2001.




keengganan wali untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah

perwaliannya.

B. Pokok Masalah
Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan
beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. vaitu
1. Apa alasan wali enggan menikahkan perempuan vang berada di bawah

perwaliannya?

‘t\)

Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam penetapan wali ‘udu/ di

Pengadilan Agama Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas maka skripsi ini
memiliki tujuan dan kegunaan sebagati berikut :
Tujuan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sesuai tidaknya alasan-alasan wali enggan menikahkan
perempuan yang berada dibawah perwaliannya menurut perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia baik formal maupun non formal serta
hukum Islam.

2. Untuk menganalisis sesuai tidaknya putusan Pengadilan Agama Bantul
terhadap penetapan wali ‘adal/ menurut perundang-undangan yang berlaku

di Indonesia.




Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah:
1. Sebagai sumbangan pemikiran yang memperkaya hasanah pengetahuan

tentang hukum Islam khususnya di dalam wali ‘adal.

)

Sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama lainnya dalam

memutuskan perkara wali ‘ada/ di masa-masa selanjutnva.
uiny

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinva duplikast karva ilmiah. penvusun
mengadakan penelaahan terhadap kitab, buku dan karva ilmiah lain vang
berkaitan dengan masalah yang akan penvusun bahas dengan maksud agar
hasil yang akan dicapai benar-benar merupakan karya mumi dalam arti belum
pernah ada yang membahas.

Pembahasan tentang wali ‘ada/ dalam berbagai kitab dan buku
sangatlah terbatas, sehingga penyusun belum menemukan kriteria wali yang
dapat disebut ‘adal. Sebagian besar literatur yang ada hanya membahas sambil
lalu saja tanpa memaparkan secara detil.

Dalam buku Figh Munakahat yang ditulis oleh Djama'an Nur,
disebutkan bahwa wali ‘ada/ atau enggan adalah wali yang merintangi seorang
wanita yang ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan (kufu)
dengannya atau laki-laki itu mau membayar mahar misi/. Dalam hal ini wanita
dapat mengadukan perkaranya ke pengadilan dan apabila pengaduan telah

disahkan atau disetujui maka yang bertindak untuk menikahkan pada kasus itu




adalah hakim.'’ Hakim harus meneliti dengan seksama sejauh mana
keengganan wali tersebut dan alasan-alasan keengganan itu.

Sedangkan menurut Muhammad Syafa ad-Dimyati dalam kitab [‘anah
at-Talibin bahwa hakim tidak bolen menikahkan jika wali enggan menikahkan
anak gadisnya dengan laki-laki yang se-kufu berdasarkan penilaian anaknya.
Jika terjadi perbedaan penentuan (pemahaman) Adufu’ufr antara pihak wali
dengan anaknya, maka dalam hal tersebut wali tidak disebut sebagal wali
‘wdal. Oleh karena itu perwalian tetap ada padanva.'™’

Sedangkan penelitian vang berkaitan dengan persoalan wali ‘udu/
antara lain telah dilakukan oleh Saudara Harvo Yudanto vang berjudul
"Penyelesaian perkawinan dengan wali ‘wda/" merupakan studi analisis atas
putusan Pengadilan Agama Sleman atas perkara perkawir;an dengan wali
‘udal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kasus perkawinan
dengan wali ‘adal di Pengadilan Agama Sleman tergolong rendah dan sedikit
jumlahnya, vyaitu hanya 2 % dari seluruh perkara yang masuk. Adapun
pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini adalah:

1. Tidak ada halangan untuk menikah.
2. Antara kedua belah pihak saling cinta dan sulit dipisahkan serta ada

kesanggupan untuk membentuk keluarga.

Lo

Keengganan wali tidak berdasarkan hukum syar'i dan undang-undang yang

berlaku

" Djama'an Nur, Figh Munakahat (Semarang - Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 5.

VM. Syafa ad-Dimyati, J'anah ar-Talibin (t.1.p - Dar al ~Thya al-Kutub al-'Arabiyya, t.t.),
him. 317.




4. Pemberian ijin kawin berdasarkan kemaslahatan.'®

Maria Ulfa (2001) menulis tentang Pelaksanaan Perkawinan karena
Wali ‘4dal di Kec. Secang, Kab. Magelang yang berisi tentang pelaksanaan
dan pertimbangan penetapan wali ‘ada/ di Kec. Secang. Alasan yang
dikemukakan oleh para wali tersebut yaitu karena calon menantu adalah
keturunan orang yang mempunyai kelainan jiwa. Oleh karena 1tu secara umum
pelaksanaan pernikahan karena wali  ‘uda/ dilaksanakan berdasarkan
kemaslahatan untuk para pengantin setelah adanya penetapan dar pengadilan

tentang wali ‘udal.

Kerangka Teoritik

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dimuliakan dan
dianjurkan. Dikatakan demikian karena Nabi Muhammad SAW sendiri
menyuruh umatnya untuk menikah bahkan mengancam bagi yang tidak mau
menikah dengan tidak dianggap sebagal umatnya.

Pemilihan jodoh dalam Islam sebenarmnya merupakan hak setiap
individu baik muslim ataupun muslimah. Islam pada dasarnya adalah ajaran
spiritual moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah.

Maka mana yang lebih menjanjikan kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia

) Haryo Yudanto, Penyelesaian Perkara Perkawinan dengan Wali ‘Adal di Pengadilan

Agama Sleman, Skripsi Fakultas Syari'ah, TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.




sebagai hamba Allah itulah yang diunggulkan. Jadi yang bersangkutanlah
yang patut menentukan pilihan. i

Sabda Nabi Muhammad SAW:
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Berdasarkan fwdis di atas tampak bahwa janda dalam memilih calon
suami merupakan hak pribadinya. Hal ini karena janda telah memiliki
pengalaman dalam berkeluarga. Demikian juga bagi seorang gadis. Dia
mempunvai hak vaitu perlunya orang tua meminta pertimbangan dan 1jin
berupa persetujuan darinya.

Namun demikian pernikahan adalah masalah keluarga, walaupun pada
dasarnva pihak yang akan menjalankan kehidupan dalam keluarga adalah
anak. Untuk itu, agar suatu perkawinan berjalan dengan baik penuh
ketenangan lahir dan batin, alangkah baiknya seorang anak meminta
pertimbangan orang tua tentang calon pendamping hidupnya.

Dalam hal pemilihan calon suami seringkali terjadi perbedaan
pendapat antara anak dan orang tua. Hal ini disebabkan karena perbedaan
pemahaman mengenai kriteria calon suami dan boleh tidaknya suatu

perkawinan dilaksanakan dapat mengakibatkan orang tua menolak atau tidak

bersedia menjadi wali dalam pernikahan anak gadisnya.

) Masdar F. Masudi, Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. Dialog Figh
Pemberdayaan, Cet. I (Bandung: Mixan, 1997), him. 89.

) Muslim, Sakih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-llmiyyah. tt). 1: 229, Hadis nomeor
2085 dalam Kitab an-Nikah" "Bab Istizan as-Sayyib bi an-Nutq wa al-Bikr bi as-Sukat™ Hadis
diceritakan oleh Qutaibah Ibnu Said diceritakan oleh Sofyan dari Ziyad Ibnu Sa'ad dari Abduliah
Ibiz al-Fadl, Nafi, Ibnu Jabir telah mendengar. diceritakan oleh Ibnu Abbas.
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Tidak dibenarkan seorang muslim pergi kepada para dukun, tukang
tenung, tukang sihir dan semisalnya, lalu menanyakan kepada mereka hal-
hal yang berhubungan dengan jodoh, pernikahan anak atau saudaranya,
atau yang menyangkut hubungan suami isteri dan keluarga, tentang cinta,
kesetiaan, perselisihan atau perpecahan yang terjadi dan lain sebagainya.
Sebab semua itu berhubungan dengan hal-hal gaib yang tidak diketahu
hakikatnya oleh siapapun kecuali Allah SWT."

Allah SWT telah menentukan rizki kepada semua orang. termasuk
isteri dan anak-anaknva. Allah melarang manusia membunuh anak-
anaknya karena takut akan kemiskinan vang akan dialaminva. Hal ini
berlaku juga terhadap ketakutan seseorang untuk mengawinkan anaknya
dengan calon suami yang dianggap belum mampu untuk memberikan

nafkah kepada anaknya. Firman Allah SWT :

355 2 BVl e WSV e Y L
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Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku di
seluruh dunia agar manusia dapat memelihara kelestarian alam yang telah

diciptakan-Nya. Di samping itu agar manusia dapat saling mengenal,

19 Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Risalah Fi Hukm as-Sihr Wa al- Kahanah,
alih bahasa - Muhammad Abbas (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama
RI, 2002), him. 7.

N Al-An'am (6) 1 151




memahami adat istiadat masing-masing suku dan bangsa, serta saling

menghormatinya. Firman Allah SWT :
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Di kalangan madzhab-madzhab figh terdapat rincian-rincian dan

jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya kerusakan perkawinan, berikut

hukum-hukumnya. Calon isteri atau isteri dapat menolak dan membatalkan

perkawinannva dengan alasan calon suami atau suami memtiliki cacat atau

penyakit tertentu. Berikut im adalah beberapa kekurangan (cacat) yang

dapat diderita oleh seorang laki-laki :*”

a. Impoten

b. Al-Jubb (terpotongnya Zakar) dan Al-Khasha' (kehilangan atau

pecahnya buah zakar)

c. Gila

d. Sopak dan Kusta

Wali merupakan salah satu unsur dalam pernikahan yang
keberadaannya masih diperselisihkan. Mayoritas umat I[slam di Indonesia yang
menganut madzhab Svafi'i menganggap bahwa wali mempunyai kekuasaan
penuh terhadap anak perempuannya. Dengan kata lain, tidaklah dianggap sah

nikahnya anak perempuan tanpa wali. Dalam kitab Bidayvah al-Mujtahid-nya

1 al-Hujurat (49) : 13.

21 Mohammad Jawad al-Mugniyyah, Figh Lima Madzhab, alih bahasa Afif Muhammad
(Jakarta : Basri Press, 1994), hlm. 352 - 356.




Ibnu Rusyd, Imam Syafii mengemukakan bahwa wali itu harus ada dalam
suatu akad nikah. Sementara dalam kitab AMuhalla-nya Ibnu Hazm disebutkan
bahwa tidak halal bagi seorang wanita baik itu janda atau gadis nikah tanpa
1jin walinya. Pendapat ini juga didukung dan dipegangi oleh jumhur ulama.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

(bt e S rgims o1 A8 5 S Of (oSSl oSale e ndlall (&.ﬁ d;_‘yssy&;sj

53 B
s 4...19 xwts alite
{ [~ -

Khitah ayat tersebut ditujukan kepada para wali di mana mereka
diminta supaya menikahkan orang-orang yang belum bersuami atau yang
belum beristeri. In1 menunjukkan bahwa urusan pernikahan adalah urusan
wall. Kalau tidak demikian halnya tentulah khitab ayat tersebut tidak ditujukan
kepada mereka (para wali). Juga didasarkan pada hadi§ Nabi Muhammad
SAW:

24) de W CLQ&‘

Peristiwa ‘adal pemah terjadi pada jaman Rasulullah SAW

sebagaimana diceritakan Ma'qil bin Yasar :

7 An-Nur (24) : 32.
* Abu Dawad Sulaiman, Suman AbT Dawid, 1:463. Hadis ini diriwayatkan oleh
Muhammad bin Qudamah bin Adyan, juga oleh Abu Abidah al-Hada. Berasal dari Yinus dari
Israil dari AbT Ishaq dari AbT Burdah dari AbT Muasa Imam Abd Dawild berkata riwayat AbQ
Yunus itu dart AbT Burdah dan Ismail dari Ishaq dari Abi Burdah.
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Lalu turun avat :
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Dalam hal terjadinva wali ‘add/, pegawal pencatat perkawinanan
berpendapat bahwa ada larangan menurut undang-undang  untuk
melangsungkan perkawinan tersebut maka pegawal pencatat perkawinan

27

berhak menolak melangsungkan perkawinan™ karena perkawinan harus
didasarkan atas persetuyjuan wali nasab calon mempelai wanita. Calon
mempelai wanita berhak mengajukan permohonan ke pengadilan di dalam
wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan
berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat
keterangan penolakan tersebut di atas”™  Pengadilan akan memeriksa

perkaranya singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah 1a akan

menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan

25}

" Bukhari, Sahih al-Bukhari (Betrut: Dar al-Fikr, t.t.), 1V: 133. dalam Bab an-Nik&h.
Hadits ini diceritakan dari Abi Umar bercerita Ibrahim dari Yunus dari Hasan.

" Al-Bagarah (2) © 232.

" Pasal 21 avat (1) Undang-undang No. | tahun 1974 tentang Perkawinan.

28

Pasal 21 avat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
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dilangsungkan® dengan menunjuk wali hakim yang telah ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987 pasal 4 ayat (1).

D1 Indonesia, wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri
Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang
untuk bertindak sebagai wali nikah.*”’

Pelaksanaan perkawinan i1tu didasarkan pada :

RO U P+ AN

et

Allah sebagai musvarr:” memiliki kekuasaan vang tiada tara Dengan
kekuasaan-Nva itu Dia mampu menundukkan ketaatan manusia untuk
mengabdi kepada-Nva. Agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi
kekeliruan maka Dia membuat aturan-aturan khusus vang disebut syari'ah
demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tentunya syari'ah disesuaikan dengan
tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki hamba-Nya.

Agama [slam menghendaki adanya kemudahan bagi manusia dan tidak
menginginkan adanya kesukaran. Dengan adanya kaidah di atas dimaksudkan
agar syart'at Islam dapat dilaksanakan oleh hamba atau mukallaf, kapan saja
dan dimana saja yakni dengan memberi kelonggaran dan keringanan disaat
seorang hamba menjumpai kesukaran dan kesulitan. Ada kaidah lain yang

menyatakan :

ol bl b re ) Lo sV O,

293

Pasal 21 avat {4) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

" pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987
tentang Wal Hakim.

Y Jalaluddin Abdurrahman As-Suyati, al-Asybah Wa an-Nazdir Fi Qawd'id Wa Furid’
Figh as-Syafi’T (Beirut: Mu'assasah al-Kutub as-Sagafiyyah, 1994), him. 102,




Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para
pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan
dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan

kebaikan. Juga terdapat kaidah lain :

1 St ¢
L2 JLQ.A..._M./X ’&q
(- - v

Sultan menjadi wali atas orang-orang yang tidak mempunvai wali.

Ketentuan seperti itu sesuai dengan asas pen-rusviri-an svari'at
(penentuan hukum) vaitu nafvu al-haraj atau menghilangkan hesulitan. dalam
konteks wanita akan melaksanakan pernikahan tetapi tidak ada wali karena
wall enggan. Untuk mengatasi kesulitan digunakanlah wali hakim. Demikian
juga sesuai dengan asas pen-lasyri-an syari'at vaitu asas  (aisir
(mempermudah) dan takAfif (memperingan) sehingga aturan seperti 1tu cocok
sekali guna memenuhi konsep maqasid as-Syari'ah yaitu demi kemaslahatan
manusia.

Sebagai agama fifrah, Islam memberi pedoman hidup kepada manusia
sesuai dengan tuntutan firah hidupnya yang multi dimensial. Manusia yang
bernaluriah seksual dan berketurunan diberi pedoman hidup berkeluarga
secara beradab dan berkehormatan. Lembaga perkawinan tidak hanya bernila:
manusiaw! tetapi juga bemnilai ilahi, karena menurut perspektif tersebut

pelaksanaan perkawinan bernilai pengabdian (ibadah) kepada Tuhan.

D Ibid _ hlm. 158.

) Tbnu Majah, Sunan Ibni Mdajah "Bab 1.8 nikaha illa bi waliyyin” (Beirut: Dar al-Fikr,
.t} 1: 580 Hadis nomor 1903. Hadis Riwayat Ibnu Majah dari 'Aisyah.
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F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan yang penting dalam mencapai suatu tujuan

dengen ditunjang memakai teknik serta langkah-langkah tertentu untuk

mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik. Penulisan

skripst ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut -

I

(W8]

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).™' Dalam hal ini

penyusun meneliti dan menganalisis alasan vang dyadikan landasan

putusan tentang wali ‘ada/ yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, D.].

Yogyakarta.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan

untuk mendiskripsikan proses penetapan wali ‘adal di Pengadilan Agama

Bantul kemudian menganalisis alasan-alasan wali enggan menikahkan

perempuan yang berada di bawah perwaliannya namun tidak dimaksudkan

untuk pengujian hipotesis.

Tekhnik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu
masalah dengan menelusuri dan mempelajari  dokumen-dokumen
berupa berkas perkara yang berhubungan dengan penetapan wali ‘adal

di Pengadilan Agama Bantul, D. I. Yogyakarta.

" Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelition; Suatu Pendekatan Praktek, cet. 1V

(Jakarta: PT Rineka Cipta,1998) him.11.
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b. Metode interview (wawancara), vaitu metode pengumpulan data
dengan jalan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah
para hakim Pengadilan Agama Bantul, D. I. Yogyakarta. Metode ini
dipakai untuk memperoleh gambaran vang jelas tentang proses
penetapan wali ‘adal dan pertimbangan hukum yang digunakan untuk
memutus perkara wali ‘aduf, sehingga dapat membantu proses analisa
data.

4 Analisis Data

Metode analisis data vang digunakan penyusun adalah analisis kualitatif,

Setelah data-data terkumpul selanjutnya di pilah-pilah dan dianalisa

dengan menggunakan metode induksi dan deduksi.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia yang mengatur masalah wali ‘adal.

b. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti

dengan mendasarkan pada hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan
Skripst in1 akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab pertama merupakan bab pendahuluan vang berist tentang latar
belakang masalah, tujuan dan kegunaan, tela’ah pustaka, kerangka teoritik,

metode penelitian dan sistimatika pembahasan. Pada bab kedua akan dimuat




19

tinjauan umum tentang wali ‘adal. Bab ini menjelaskan tentang pengertian,
dasar hukum serta syarat-syarat wali ‘adal.

Bab ketiga menguraikan tentang proses penetapan wali ‘adal di
Pengadilan Agama Bantul, D.I. Yogyakarta. Pada bab ini akan diuraikan
tentang pelaksanaan wali ‘ada/ dan upaya majelis hakim Pengadilan Agama
Bantul dalam penetapan permohonan wali ‘wda/. Bab keempat merupakan
analisis terhadap alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan yang
berada di bawah perwaliannva menurut hukum Islam dan perundang-
undangan yang yang berlaku. Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup

yang terdini dari terdini dari kesimpulan dan sara-saran.




BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Alasan keengganan wali menikahkan perempuan yang berada di bawah
perwaliannya karena ‘uda/ di Pengadilan Agama Bantul lebih
mengutamakan kekhawatirannya terhadap nasib anaknya setelah menikah
nanti. Wali vang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkannya
dengan penuh kasih sayang bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan
hidupnya jika ia ditinggalkan oleh suaminya baik karena cerai maupun
suaminya meninggal. Meskipun demikian wali juga harus memikirkan
kebutuhan dan kondisi perempuan yang berada dibawah perwaliannya
serta dampak negatif penolakannya tersebut bagi pemohon dan calon
suaminya.

Majelis Hakim dalam menetapkan perkara permohonan wali ‘adal sudah
sesuai dengan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku
serta lebih mengutamakan kepentingan pemohon untuk mengantisipasi
perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum akibat dari penolakan wali
untuk menikahkannya dengan calon suaminya. Alasannya karena
pemohon dipandang sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan,
pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta serta

saling mencintai dan tidak ada halangan hukum bagi mereka untuk
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melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun

perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran-saran

L.

'l\)

Meskipun menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali nasab
‘udal dibenarkan oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku
namun hal penting yang harus diperhatikan adalah rida Allah terletak pada
ke-rida-an kedua orang tua.

Perkawinan tidak hanya hubungan antara kedua insan yang saling
mencintai tetapi merupakan hubungan antara dua keluarga. Oleh karena
itu, izin serta restu dari orang tua merupakan modal utama untuk
meléngsungkan perkawinan agar dalam menjalani kehidupan bahtera
rumah tangga dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh kedua
mempelai serta keluarga mereka.

Wali memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan perkawinan
perempuan yang berada dibawah perwaliannya, hubungan kewarisan, serta
biaya hidup setelah ditinggalkan oleh suaminya baik karena perceraian
maupun meninggal dunia. Sedangkan hakim tidak memiliki tanggung
jawab tersebut. Oleh karena itu pengajuan permohonan penetapan wali
'adal harus dipertimbangkan terlebih dahulu, agar hubungan kasih sayang
dan tanggung jawab antara wali dengan perempuan yang berada dibawah

perwaliannya tetap terjalin selamanya.
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Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah
mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi
mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila |
telah terdapat kerelaan diantara mereka.

Siapapun diantara wanita vang menikah tanpa seizin walinya,
maka nikahnva batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika |
lelakinya telah mencampurinya maka ia berhak atas mahamya,
karena telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali |
enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi
wali bagi seseorang vang tidak ada walinya.

Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri dari pada walinya.
Dan gadis hendaknya diminta izinnya dalam perkara dirinya.
Dan izinnya adalah diamnya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut
kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada
mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan
yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang
tersembunyl.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,
dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan
karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi
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Maha Mengetahui.
Tidak sah nikah tanpa wali.

Saya telah menikahkan saudara perempuan saya dengan
seseorang, kemudian suaminya menceraikannya. Ketika selesai
masa iddahnya, seseorang tersebut datang untuk melamarnya
kembali, kemudian saya berkata kepadanya : Kamu telah saya
nikahkan dengannya dan kamu telah menceraikannya, maka '
demi Allah saya tidak akan menerimamu lamaranmu kembali.
Lelaki tersebut tidak apa-apa, dan saudara perempuannya ingin
kembali kepada lelaki tersebut.

Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah
mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi |
mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka.

Sesuatu yang susah akan membawa kemudahan.

Kebijakan pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat
dikaitkan dengan kemaslahatan.

Wali Hakim adalah wali dari seseorang yang tidak memiliki
walt.

BAB II

§N0

Hlm

F.N.

Terjemah

20

Barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang
yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya
pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.

21

[99)

Wali dalam pernikahan vaitu seseorang yang memiliki
kewenangan atas sahnya akad nikah, maka akad nikah tidak sah
tanpa adanya wali. Seseorang tersebut adalah atau orang yang
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mewakilinya, kerabat dekat, orang yang memerdekakan, hakim
dan pemimpin.

Dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik
dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.

Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah
mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halang:
mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila
telah terdapat kerelaan diantara mereka.

Tidak sah nikah tanpa wali.

Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya,
maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika
lelakinya telah mencampurinya maka ia berhak atas maharnya,
karena telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali
enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi
wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.

Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain dan tidak
boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya
seorang perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri adalah
seorang pezina.

Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah telah sepakat terhadap
keberadaan wali dalam pernikahan. Maka setiap perkawinan
yang  dilaksanakan tanpa wali atau orang yang
menggantikannya maka perkawinan tersebut batal. Maka tidak
diperbolehkan bagi wanita untuk mengawinkan dirinya sendiri
ataupun menjadi wali orang perempuan lain baik ia sudah
dewasa maupun masih kecil, berakat maupun gila, kecuali
sesungguhnya perempuan tersebut janda. Wali tidak
dibolehkan menikahkannya tanpa izin atau kerelaannya.

Mazhab Malikiyyah menetapkan rukun nikah menjadi lima,
salah satunya adalah wali nikah bagi mempelai wanita dengan
syarat sebagai berikut : tidak boleh melaksanakan akad nikah

I
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tanpa adanya wali.

Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah
mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi
mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila
telah terdapat kerelaan diantara mereka.

Dan kawinkanlah orang-orang vang sendirian diantara kamu,
dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Dan janganlah kamu nikaht wanita musyrik, sebelum mereka

| beriman. Sesungguhnya wanita budak yvang mu'min lebih baik |
. dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. i

Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa i1ddah
mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi
mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila
telah terdapat kerelaan diantara mereka.

Orang yang tidak mempunyai jodoh itu lebih berhak atas
(perkawinan) dirinya sendiri dari pada walinya, dan gadis itu
dimintakan pendapatnya, dan izin darinya adalah diamnya.

BAB IV

No

Hlm

Terjemah

55

(e

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan
pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa
Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir
(mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir
(mengerjakan sihir). Dan mereka mengajarkan sthir kepada
manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di
negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak
mengajarkan  (sesuatu) kepada  seorangpun  sebelum
mengatakan : “"Sesunggunya kami hanya cobaan (bagimu),
sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari
dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat
menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinva. Dan
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66
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mereka itu (ahli sthir) tidak memberi mudharat dengan sihirmya
kepada seorangpun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka
mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan
tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah
meyakini bahwa barang siapa menukarnya (kitab Allah)
dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan
amat jahatlah perbuatan mereka menjual din mereka dengan
sihir, kalau mereka mengetahui.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut
kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada
mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan
yang keji, baitk vang nampak diantaranya maupun yang
tersembunyi.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dan
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagt Maha
Mengenal.

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada
kedua orang tuanya;, ibunya telah mengandungnya dalam
keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya
dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kedua ibu
bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan
dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu,
maka janganlah kamu taati keduanya, dan pergaulilah
keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang
yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah
kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan.

Laki-laki yang berzina tidak boleh mengawini melainkan
dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang
musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak boleh dikawinkan
kecuali dengan laki-laki vang berzina atau laki-laki musyrik,
dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang
mu'min.
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Keadaan yang sangat terpaksa menggeser kedudukan keadaan
yang terpaksa.

Menolak  kerusakan  diutamakan untuk  memperoleh
kemaslahatan. :
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dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. la juga belajar kepada Syeikh
Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'ivyah Li al-"Amilin al-Kitab wa as-
Sunnah (perhimpunan syari'at bagi pengamal al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi). Al-
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DAFTAR WAWANCARA

A. Dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul

1.

Syarat-syarat / Bukti / bahan apa saja yang harus disertakan dalam surat
permohonan wali ‘adal ?
Surat permohonan tersebut juga harus dilampin surat-surat lainnya
yang akan digunakan dalam persidangan, seperti:
e Foto kopi KTP / kartu identitas penduduk musiman pemohon yang
dikeluarkan oleh camat di tempat tinggal Pemohon.
e Surat model N. 9 (penolakan pernikahan) yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon.

e Surat-surat keterangan lainnya yang akan digunakan sebagai barang

bukti dalam persidangan.

Bagaimana tata cara pengajuan permohonan wali ‘adal ?

Adapun tata cara permohonan penetapan ‘adgl-nya wali di
Pengadilan Agama tidak berbeda dengan prosedur permohonan-
permohonan lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Langkah
pertama seorang calon mempelai wanita yang akan mengajukan
permohonan penetapan ‘adal-nya wali adalah meminta Surat Model N. 9
(Penolakan Pernikahan) dari Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon,
kemudian mengajukan permohonan penetapan wali ‘adal di Pengadilan

Agama.




3. Bagaimana prosesi pemeriksaan permohonan wali ‘adal ?

Pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan memanggil pihak-

pihak yang terkait dengan perkara permohonan penetapan wali adal, yaitu

pemohon, wali pemohon untuk didengar keterangannya, serta Saksi-saksi

yang akan didengar kesaksiannya dalam persidangan untuk memperkuat

‘adul-nya wali. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil

secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat

didengar keterangannya maka hal ini dapat memperkuat ‘adal-nya wali.

4. Bagaimana upaya majelis dalam memutus perkara permohonan wali ‘udal?

@

Upaya Damai

Pada setiap permulaan sidang, sebelum melaksanakan pemeriksaan,
hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian pihak-pthak yang
berperkara. Pada perkara menetapkan wali ‘adal, hakim menasehati
pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan
penetapan ‘adal-nya wali serta menasehati wali nasab untuk
mengawinkan pemohon dengan calon suaminya. Alasannya adalah
karena pemohon dan calon suaminya sudah cukup umur untuk
melangsungkan perkawinan, saling mencintai, sepadan serta tidak ada
Jarangan bagi mereka untuk menikah baitk menurut hukum Islam
maupun perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, majelis hakim
memberikan tenggang waktu Dberpikir bagi para pihak untuk

merenungkan kembali keputusannya tersebut.
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Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir,
mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya
hakim barus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang
dikemukakan oleh pihak-pihak itu benar-benar terjadi. Hal ini hanya
dapat dilakukan dengan pembuktian. Membuktikan artinya
mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa
berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian
tersebut memang berlaku.

Pembuktian dalam perkara penetapan wali ‘adal dilakukan dengan
mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan serta
memeriksa bukti-bukti yang digunakan untuk memperkuat keterangan
saksi. Saksi terdiri dari pemohon, calon suami pemohon, orang tua
atau wali nasab, serta orang lain yang dianggap perlu untuk didengar
kesaksiannya. Pemeriksaan perkara dan penetapan wali ‘adal
dilakukan secara singkat.

Penetapan

Penetapan ‘adal-nya wali dapat dilaksanakan setelah dilakukan
pembuktian oleh majelis hakim.

Penetapan wali 'adal meliputs :

a. Mengabulkan permohonan pemohon.

b. Menetapkan wali nasab pemohon ‘adal.




c. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan selaku Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) di tempat tinggal pemohon sebagai wali hakim untuk
menikahkan pemohon dengan calon suaminya.

d. Membebankan biaya perkara persidangan kepada pemohon.

5. Apa yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus

perkara permohonan wali ‘adal.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara umum :

a. Umur Pemohon, vyaitu untuk menentukan sudah cukup umur atau
belum untuk melangsungkan perkawinan

b. Kebulatan tekad Pemohon dan calon suaminya untuk menikah.

c. Halangan hukum bagi kedua calon mempelai untuk menikah baik
secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara khusus disesuaikan dengan

alasan wali menolak menikahkan anaknya atau perempuan vang berada di

bawah perwaliannya.
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B. Dengan Tokoh Masyarakat
a. Bagaimana asal usul / sejarah adanya Islam Kejawen ?
Tradisi atau adat Jawa telah ada sejak jaman Islam belum masuk di pulau
Jawa. Tradisi ini bersumber pada ajaran agama Hindu. Pada saat
penyebaran agama Islam oleh para wali (Wali Songo) di Pulau Jawa,
tradisi ini sedikit demi sedikit mulai berkurang, namun belum seluruhnya
dapat dihilangkan dari ajaran Islam yang ada di Pulau Jawa. Sunan
Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang memadukan tradisi
Hindu Jawa dengan ajaran Islam sebagai metode pendekatan masyarakat
dalam berdakwah. Tradisi Islam kejawen yang disebarkan oleh Sunan
Kalijaga mendapat respon positif dan dapat diterima oleh masyarakat Jawa

dan hasilnya perkembangan agama Islam di Pulau Jawa sangat pesat.

b. Bagaimana kedudukan Islam Kejawen terhadap ajaran Islam ?
Sunan Kalijaga sadar bahwasannya ajaran ini tidak sesuai dengan ajaran
Islam yang semestinya. Namun karena kondisi masyarakat belum dapat
menerima ajaran Islam serta menghilangkan secara total ajaran Hindu
maka metode ini dianggap paling tepat dengan harapan suatu saat ajaran
ini sedikit demi sedikit dapat disempurnakan dan dikembalikan kepada

ajaran Islam yang sesungguhnya oleh generasi yang akan datang.

X1




c. Apa esensi dari penolakan orang tua untuk menikahkan anaknya, serta
bagaimana anak bersikap terhadap penolakan tersebut ?
Orang tua menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya karena
rasa kasih sayangnya terhadap perempuan tersebut. Orang tua tidak
menginginkan perkawinan yang akan berlangsung tidak mawaddah wa
rahmah sebagaimana tujuan perkawinan. Anak wajib taat dan patuh
kepada kedua orang tua sepanjang orang tua sesual dengan ketentuan-
ketentuan vang telah ditetapkan oleh Allah. Meskipun orang tua tidak
sesuai dengan ketentuan Allah maka anak dilarang mentaati dan tetap

menghormatinya serta menjaga hubungangan baik dengannya
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PENETAPAN
Horor:025/Pdt. P/20C1/PA. Bl

BISMILLAHIR RAHMAKIR RAHIM

PEHGADILAIT AGANA BAHTUL yarg rnengndili per
knra pordnts padn tinglnt pertann dnlnn persidang
an Mnjolias tolnh mornjatvliein ponetnpnn sabngod

tersobnt A1 bawnh ini dnlnnm porkars pormiohonnn

wali Adhol, yring dingtloin oleh

Hn, ISTRI PRIHATIN Binti LHDRO BUDIART 0, wmzr 25
thn, Agoan Islonm, pekorjnnn
Wirnswnstoa (Pernjnhit), pondidilk
an SMP, berterpat tingonl di
Jodog Rt 06 Rw 06, Desn Gilang
harjo, Kecnmntan Pandnk, Knbu-
nnten Bantnl. Selsnjntnya di

30bnt " PEMOHON " jemem——————e

Pongndilan Agnnn tersobnt

Tolnh mombnen berkas norknara

Telnh mondongnr kotorangnan Pemohon besortn snlsi-

snksi dimmkn porsidangnn

TENTANG DTDUK PERKARAN YA

Morinmbnng, balwa Pemohon berdnsnrkan Shurnt
permohonnnnyn tortnrgsnl 25 Jnni 2001, ynng telnh

tordnftaresee




tordnftiar di Kopnaniterann Porgndilan Agnmn Bone-

t1l Nomor:025/Pdt.P/2001/P4 . Btl nergnjnknn hol-

hrd ymrg pndn pokoknyn sobagni berilort te——————

1.

Bohwa Pomohon telsh sepnknt dnn berketatapan
hati nntnk melrngsnngknn perknawinan dengnn
soorang lnki-lnld bornsmn TTMIYO Bin MANGUN
PAWIRO nrmr 35 tohnn, Agamn Islam, pekerjnn
wirnswnstn, pendidiknn SD, stutus jejnakn,
bertomnnt tingsnl di Dnsnn Jodog Rt 06 Rw 06
Desn Gilnnghnrjo, Kecamntan Pandnk, Knbwpn -
toen Bantnl

Bohwoa antnara Pomohon dengnn cnilon swmi  ter
selmt sndnh sesnni (knfy1) dan snling mencin-

tad s

Bahwa naynh Permohon bernnamn ENDRO BIDIARJO
Bin WARNO, nwamr 51 tnhnn, Agann Islam, peker
joaoan toni tempnt tirggal di Knidisoro, Desa
Gilnanghnrjo, Kocamnt:in Prandnk, Knbwpnten Ban
tnl, sobngni wnli niknh brgl Pemohon tidnk

riorgi jinknn/tidnk bersedin menjnadi wali

niknh ;

Bahwa tidak adén larangnan brgl Permohon nntuk

molangsaakan porkawinan dengnn cnlon snani-

nyn torsomt

Bahwa Pojabat Poncentat Niknh Knntor Urmsan
Acamn Kocnamntan Pandnk, Enbwnaten Bantnl
yang berkownjiban mencatnt dnn nongnwnsi per
rikahan Pomohon dencnn cnlon snanl tersebut
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oann tornyatn pndn saratayn oror:K.6/167/01/

tar 'l'_f;-".l 23 Juard 2001 H T

Boerdnsnrknn hnl-hnl tersebnt di atas,
Pemohon mohon agnr Porgndilan Agnmn Bantnl mene

rimn pormohonnn Perohon dan menjatnhkan pntisan

sobngnl boriknt i

I .PRIMATIR:

1. Morgnbnlknn pormohonnn Pormohon je——e————

2. Monyntokan, bahwa ENDRO BUDIARJO Bin

WARNO sobng~d wnli niknh bogi Pemohon

~dndloh adhol

3. Mororintahkan keprdn Kopnl:n Knantor Urns-
an Agonn Kecnnmnatoan Pandak, Knbnpaten Ban
tnl, solnlm PPN wntnk mengnwnsi dnn men—

cntnt norkawinnan Permohon dengnn woli

hnkin ; -

4. Mombobankan bing: perkarn menurnt hwloum;

IT,. ST BSIDAIR:

— Me:njatnhkan pntnsan yang sondil-ndilnyn

Monimbnrg, bihwa pndn hnri persidnngan

yang tol-sh ditotapkan Pemohon hndir merghadnp

sondiri di porsidangnn j—-

Mordmbrng, bohwn kemmdian Mnjelis Hnkim
tolnh monnschati Pomohon, agnr mermortimbalgknn
1.l nintnyn nmoniknh yoang tidnk nondapnt rostn

Adirlececs
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dnri nynh knndnrgnya, noumn Penohon tetnp nada

nondirinnnyn dan akan menermskan permohonannyas
Menimbnang, bahwa selanjntnyn di baenknn-
1~h Surat Pormohonnn Porohon, yang isinyn tetnp

dinortahnnksan olch Pervhon

Meonimbang, brhwa nntnk mengnatkan permo-

honnnnya tersedmt, Pemohon telnh morgajnkan buk

ti tortnlis sobngni boriimt

1. Foto copy Knrtn Tandn Pandnduk atns nonn Pe
mohon, y:ng dikelnnrknan dan di toanda toangand
olch Cnmnt Pnndnk, Kabwaton Bantnl tertang-
gal 29 Moi 2001, Normor:420576/3907/578/2006
( Bakti P-1 ) ;- -

2. Sur.at Ponolnlon Porniknanhan antoar: Pomohon do
nean Mimiyo yoang dikolnnrkan dan ditondn 6o
rgani oloh PPN Knntor Timsnn Agnmn Kecnnmaitnn
Prindnle, Kabupsaten Bantnl, koarenn wnll nogolk/

adhol ( Bnlzti P-2 ) ; -

Mormimbnng, bahwn selnin bnkti tertilis

F .
torsohnt, Pemohon jngn noengajukoan bulcti soboend

boriloit i=— -

1. Tamiyo Bin Mangumawiro, di brwnh surmohnyn

snksi tersobnt memboriknn kotornngan di mmkn

gidnng sobngnl boriimt
- Bahwn benar dirinyn sndnh koril dongon PO
riohon sojsk 7 tohmn ynrd Lodn j=m——————————

- Dhwiie es o
DilWiie e o o




= Brhwa solomn 7 tohan berhnmbungnn dengnn Pono-

hon dnn sndnh saling noncintni, dnn kini bor-
nint moniknhi Pemohon, membangnun rvmnh trngen

dengnrn Pemohon ;

= Bohwn sctongrh bolnn yang 1ndn telnh mintn

nthnn kolnnragnnya yarg bornama Janndi dan
Totol: ruitvlk molanir Porchon di mmnh nenek

Pomohon, dorg:n disaksiloin oleh Baprnk RT dan

Bapnlc RW setormat -

= Bahwn saksi molamor Permobion di mwnh nernck

betalgl
Perclon, schib sejuic keeil Pomobon ikmt nenek
nya sarnnl sckarang, solain itn k:ﬁ.rov;ﬂ. ayah

Porohon tidnk nkan menorinn lamnrnan sayn dan

tidok v monjndi wnli niknhnyn Porochion je——-—

~ Rohwan aynh Pomohor tidnk manm monjndi wili

niknhryn Pemohon, atns dnsnar wnsint knkek Po-

nohen, Pormeohor tidnk boleh niknh dergnn snksi;

- Bohwn Pomohon andnly bekorjn sebngni wirnswnstn

wnn, bikin knndnng ayanm —— ——— ——

- Dohwa porghnsilnn Pemohon setinn bmlannyn

rato~-ratn sobanynk Rp.500.000,- ( Linn ratns

- Bohwn solomnn 7 t-hnn saksi berhnbungnn dengnn

Porohon balym norinh tidir bersinn j=——e—————

Mo:imbrg, brhwn ntns kotoerangnn snksi/

cridlon syard Porohon )tersobnt, Pomchon moenmbonnr

kannyn e e e R e S

2.00.oooo



2., Isdi Swrapto, di bawnh swnahny: snksi  ter
sebnt dl mmlcn sidnng memberiknn keternnyan

sobngnl borilmt

= DBohwn snksi tidak ndn hnbungnn keolnargn
dorgrn Permohon dnn sndeh koennl dengnn Pemo
hon scbnb tingrnl bertetangen dengan Perio-
hon, d-n sndnh lon+l puln doengnn nyah Pemo

hon ;

~ Boihwn bonnr Porohon aknn meniknh dengnn

TMRELY0 jmm e e e e

= DBnhwe Tmiyo torsemt telahh molamnr Porio -
hon monrermi nencok Periochon, laln disnrmh mo

nogii nynh kondung Perohon

- DBahwn snlol pernnh dimintai tolong oleh
Tordyo monormi nyoh knnduang Perohon nntnk
nolamnr Porohon, totapi lamnrannyn ditolnk
knronn tidnk bersani monjndi wnall niknh Pe

nohon, l:ntarnn nernrh menorimn pesnn dari

knkok Pomohon, melnrang Pemohon kawin de -

nean Mniyo j—

- Rnhwin knlek Porohon serinss hhdwpnya meln -
rarg Poriohon kawin dengan Tmiyo, knronn
mormrnat perhitingnn adnt jown dengnn Thaaiyo

itn arshnyn reidnl ngetan (ko selatnn- ke

timr ) -

- Bohwn nntor: Pemohon dergnn Tinidyo tidnk

nds hvbhvngan kelanren



= Bahwn Timiyo borng mn Islam dan kind sndah

= (s

brdigh/downsn jem

Morimbang, brhwa atns koterangnan snksi

torsebnt Poriohon membernrkannyn

3. Busro Martono, di bawnh sumpnhnya saksi mem-
boriknn keteransan di mikn sidang sebngni

borikat :

= Bahwn 8nksi sndnh kennl dengnn Pemohon,

sebnb tetnanggn Permohon ;

= Bahwn bonnr Perohon akan mernikah dergnn

Timiyo s

= Bnhwn bennr nynh Perohon melarang Periohon
kowin dergnan Puriiyo, sebab aynh Periohon
porrnh mencrirn posan dari aynh knndwng Pe

mohon Prk Trisno{ knkek Poniohon ) jem————.

= Buhwn enlon swoerd Perohon ( Mimiyo ) sndsh

morgmtnis sayn dan pak Isdi dntong ko mimnh

nyah Permohon nntnuk melamnr Porohon kirn -

kira sepnlnh hari yong lala ;

= Bohwa nynh Pomohon tidnk man menjndi wali
niknh Poemohon, karenn monorimn wnsint dnri
knkok Pemohon, nnmn aynh Permohon tet:sp
mené:*.kui Periohon sebrngni annk knndnngnya,

moski nnnti nerniknhan dapnt torlaksann ;-

- Brhwa cnlon svand (Tmdiyo) secars langsung
bolwum monermi nynh kandnng Penohon, sebnb

tidnk borani, dchnln melamar Perohon hanya

monomi norok Pemohon ;=

= Bnhwn antara Permohon dengnn Timiyo tidnk



tidnk tordnpat hnbingan kelnargn je————e—————

- Bahwa soknrang ini statns Pomohon belwm kawin

(porawnn) ;

Morimbnng, brhwa atns keternncnn saksi

tersebnt Pemohon mombonnrkannyn ;-

te

4, Ny. Trisnodihnrjo alins Ily. Paijom. di bawah
sywpahnya salesi momberikan ketorangan di mnka

sidang sebngni boriknt :

- Bohwa saksi ndnlnh nenek Pernohon je=——————-

- Bahwn aynh knandvwg Periochon bornamn Gan, se
dnng ibn kandvwngnyn adalah Sri Suwarni je--
- Bnahwn sotahn snksi, cnlon snami Perohon
(Tmiyo) bnkan sandarn kandung Gnun dan b -
knn sandnra kandnng Sri Suwarnl jeee———————
- Bahwn antara Pomohon dengan Tiyo tidnk

adn hnbnrngnan kolynrga dan hnbningan sesnsnang

~ Bnhwa ayah Pemohon (Gnn) tidak mrwm menjadi

wnli niknhnya Pemohon, knarenn menerimn  pe
san dari ornng tnanya (Pak Trisnoc), sednng

knn anksi jngn tidnk mengotahni isi peosan

torsebut ; -

- Bahwa snksi jngn tidak neongotnhni, mengnpn

Pak Trisno (almarhnn swaminya) borpesan ke

pada Pnk Gnn

Menimbang, brhwn atns ketornngan snksi

torsobnt Permohon menbennrkannyn j

MenimbanZes eo e




Monimbnng, bnahwn kormdian Poriohon menyn
tnknan sndnh tidnk aknan menambah ketornngannya
dan tidnk anknan mengnjnknn bukti lain dan selnn
Jntnyn Perohon mohon ngnr Majelis Hokim segera

menjntnhknn pengtoannnnyn ;-

Monimbang, bahwa nntnk meringkns nrainn
putngnn ini, nnka sognla hed ihwal yoang termmnt
danlnm Borita Acarn Persidnngnn adalah mormpakan

baginn yang tidnk torpisachknn dari ponetnpan

ini ;
TENTANG HUKUMNYA
lonimbang, bohwa maksnd dan tnjnnn permo
honnn Pemohon adnlnh sebagnimnnn tersebnut di
atas 3

Monimbang, bnhwa torhadap permohonnn Pe
nohon torsebnt, M:ijolis Hakim tolah monnsehnti
Porohon, ngnr Poriohon merpertimbnrngknn lngi

intnyn meniknh ynng tidak mendnpat restn dari

nynh kandnngnyn, noarmn Perohon tetap pada per

rmohonanniyn

NMerimbang, brhwa pokok porsonlnn dnalom
porknrn ini, Pemohon mohon ditetapknan adholnyn
wnli, sehinggn Perwohon dapat melangsmngkan per
kewinnn dengan lald-lald pilihannya yang berno-
nn Timiyo Bin Mangnn Prawiro, dongnn wali Hnkin,

donean nlasan wali Pemohon tidnk man nenjndi

wrili niknh bngi Pomohon j

MeninbaZe e e
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Menimbang, bnhwa sehnbungan dengnn pormo
honnn yurg dinjnkan oleh Periohon torseont, Pong
ndilan Acarn Bantil tolsh memangeil ayah knndnng
Periohon ynng bornnma Endro Brdiarjo untuk dide-
ngar kotorangannyn di mkn sidang, normn tidnk
hadir di persidangnn, moskipun telnh dipnngesil

3gcar: patut

Menimbnng, bahwa torhadap pormohonnn De
mohon tersobnt, Mnjelis memboriknn nertimbangnn

30bngni barikat

Mepimbnng, brhwa sant ini Perohon telsh
borurr 25 tahnn, sehinggn Pemohon di prndnng
tolnh cnlop nrmr nntnk melangsangknn perkawinan

dan morentuwirn enlon suami pilihnnnyn sendiri

Menimbnng, balwa antnra Pormohon dengnn
calon swadl ( Mimiyo Bin Endro Budiarjo ) telnh
snling mencintni dan sepnknt nntnk melangswngknn

perkawinnn ; e

Menimbarg, bahwn berdasnrkan keterangan
Porohon dnn snksi colon swui ( Duwdyo Bin
Marenn Poawiro ) di mmkn sidang, serts tign ornng
snksi di bawnh sumnoh, terbmkti bohwa antorn Pe
rnohon dory:nit enlon snomi ( Tamiyo Bin Mangnn
Praviro ) tidnk ndn hnbungan kelnnrga dan hnbnng
an 1ain yoarg morghnlnngi di langsuangknnnyn por-

knwinnn nntorn Pomohon dergnn Tumiyo Bin Mangun

Pawiro torsoimt

Menimbmjgo 000
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Merimbnng, bnhwn antnara Permohon derngan
calon snami telnh soknfn, baik di pandang dnxrdi

gogl kotuwrminnn, sosial elonrord movpnn Achmn je—

Morimbnng, bohwi hinggen seknarang sndnh
borlangsnng sekitir 7 tohyn lannnya Permohon men
jolin hnmbnngan derngnn Dwidlyo Bin Mrzrgnn' Poawiro
torsebnt, mesldpnn antnrn kedwnyn belwn pernnh

melakmlnn hnbungan intin loyaknyn sunridl isteri;

Monimbnng, bahwa Pomohon sokar:ig bersta

tn3 belwm pornnh kawin ( perawnn ) §je———-

Merimbnng, bnhwa yntuk morghindnri hnl -
hnl yorg tidak dibolnrksn oleh Agonn rnkn Ma -
jelis borperdannt bohwa Darkawinan Perohon de
rean TUmiyo Bin Mangun Pawiro moxmpnkan jalan
torbnik dan lobih membnwa maslohat bogl kednn -
nyn, s0bngrinnnn petbnjnk yong tersebnt dalon

Kitsb AL Baynn Jnz IT hed. 238 yang dijadikan

pond-nnt Mnjolis ynre borbmnyl

. &Lel\ IS PRSI TR

Artinyn : Menolnk mnfsndnt ( kormsnjnn ) lebih

di dnhnlyukan nntnk merperoleh nnsla =

het ( kebnikan ) je-

Merimbring, bahwa berdnsnrkan ketorangan
para snksi morgapa aych kandang Poriohon tidnk
nn menj ndi wnli niknh bogi Pemohon setelnh di
portimbancknn oleh Mnjelis ternynts tidak tepat

("JLOOOOOC
Om——————
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don tidnk prinsipiil mermrat ketontnnn pernturan
permndang-nindnngnn dan hnlom synra! y:mé berlea-
knm sortn bukan mermpakan solnsi dan akan memba~
wa nafgndat (kermsakon) dbrgi Perohon dan ealon
snamirya itn, bahkan dindlai sebagni alnsan yang
morgndn=ndn. Dan pornyatnannyn yang tidak man
menjndi wali nilnh brgil Pemohon, rnkn Mnjelis
monnndang, nyah kandang Pervlion tersebnt ndnlnh
ndhol. Sedangknn bngl gndis yang nynh knndung -
nyn ndhol, mnkn nknd nikchnyn dilangsywwngknan  de
ngan wnli Hnkin sebngninnnn ketentnnan pnsal 6
ayat (1) Peratnran Menteri apgamn Horior: 2 tnhnn
1987 ;

Morimbnng, bnahwa berdnsarlkan pertimbnng-—
an=nortinbargan torsoemt dintns, nmnkn porkawin-
an Porohon dengsan Trormiyo Bin Maiymn Pawiro hn
rma dilargs ngkan deryinn wali Hokin yang berwe-
nang, dnlom hal ind odondloh Kepala Koantor Urmsan

Agomn Kecennmnton Pandnk, KAabwaten Bantul, yong

nowilnyshi torpat tingsnl Pemohon

Mordmbang, bnhwa sesnai dergnn ketentunn
pasal 4 ayat (1) Peraturan Monteri Agnnn Nomor:
2 tnhnn 1987, mnlkn harms diperintahkan kopnda
Kopnla Kantor Urusnn Agnmn Koenmnton Pandnk, Kn
bpaten Bantnl, nntnk melangsnngkan perknawinan
Pomohon dongnn Turiyo Bin Mangnn Pawiro, dengnn

weli Haldm sopanjnang tidnk ndna larnngnn yang di

komiknknn

MordimballZese oo




o §Y w

Menimbnng, bahwa berdasarknn ketontnan
pnasnl 2 Peraturan Menteri Agnmn Nomor: 2 tnhnn
1987, nnkn Majelis sepnknt permohonnn Pemohon

harms diknabnlkan

Monimbnng, bnahwn oleh knarenn perknra ini
termnsnk bidang perknwinnan, mnkn bordasarknn ke
tontnnn pasal 89 ayat (1) Undr‘.rg—Und.".né Nomor.
7 tohnn 1989, nnkn segaln biayn yong timbul dn

lam porknrn ind di bebnnksan kepndn Pemohon j———

Mengingat segnla peraturan permndnng- un

dangnn yang berlakn serta kotentuan huknm Synra!

yoang borknitnn dengan perknrn ind

MENETAPEKAN

1. Mongnbtnlkan perrtiolionan Pemohon j

2. Menyatnknn, bahwn Endro Bndinrjo sebngri

wnli niknh Ponohon ndaloh adhol je—me—s—————

3. Memmnjuk Kepnln Knntor Urmsan ARmn Keconnt-
an Pandnk, Knbmpaten Bantnl selnkn PPH nntnk
rorikahkan Pemohon ( Istri Prihatin Binti

Endro Brdinrjo ) dengnn Tumiyo Bin Mangun -

pawiro, dengnan wali Haldn ;

4, Monghnknm Pemohon nntnk memhnynr selurnh
binyn perkara yank hingen kini terhitung

80baSAr RP.121.500,- ( Sopatns dna prlnh

sntn ribn linn ratns mmpiah )

DOmild.{m. cceo 0
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Demikian ntns mmsynwnrnh Majelis Penetn
an ini dijatmhkan padn hari Selnsn tanggal 07
Agnstns 2001 Mnsehi, bortepatan dengan tangenl
17 Jymndil la 1422 Hijriynh, oleh knmi Drs. H.
Brusro Mmstahal,S.H. sebagni Ketnn Majelis serta
Dra. Endarg Sri Hortatik dan Drs. Ahmnd Harn
nasing-mnsing sebngni Hakim Anggota dnn pda
hari itn jngn ponotnpnn ini dineapknn dalan si
dang terbukn nntnk wm yang dihndiri para Ha
kim angsota torsebut dnn Endang Winnrni,S.H,
sebngnd. Panitern Penggantidan dihadiri pula

oleh pihnk Pervhon .

Holdn Angrotn DRS. H BITSRO MUSTAHAL,SH.

1« DRA. E}'Dr"lfé SRI HARTATIK
b 2
2. DRg¢. AHMAD HARUN Panitern Pengganti
%;Mpﬁf/

Perineian Binyn : ENDANG WINARNT,SH.

1. Kns Negnrn . 2.000,-
2. Binyn Moterai Rp. 6.000,=
3. Binyn Rednksi M. 1.500,-
4, Bianya Prosos Rp.112.000,~ +

Jnanmlah RP. 121.500,- =
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